BERITA NEGARA
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PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI

DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi di Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan;

b. bahwa dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: Per-9/
Menko/Polhukam/10/2012 tentang Penetapan
Klasifikasi Informasi di Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan masih terdapat
kekurangan dan perlu disesuaikan dengan
perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum
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Mengingat

Menetapkan

dan Keamanan tentang Penetapan Klasifikasi Informasi
di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum

dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10
/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum

dan Keamanan Nomor: Per-9/Menko/Polhukam/10
/2012 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan;

. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan Nomor 03 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik.
MEMUTUSKAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
POLITIK, @HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI DI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN.

Pasal 1

Menetapkan klasifikasi informasi di Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, sebagaimana
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari peraturan ini, meliputi:



3 2014, No.1587

a. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara
Berkala;

b. Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;
Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat; dan
d. Informasi yang Dikecualikan.
Pasal 2

Klasifikasi informasi sebagaimana tersebut pada Pasal 1 menjadi acuan
dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan harus
dilaksanakan oleh setiap unit organisasi di Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: Per-
9/Menko/Polhukam/10/2012 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 September 2014

MENTERI KOORDINATOR

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO SUYANTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



